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Meni nbang:

Mengi ngat

1

2.

PERATURAN DESA LOGANDENG
NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA

DESA LOGANDENG KECAMATAN PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKI DUL

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LOGANDENG

bahwa Kekayaan Desa Logandeng perlu dilindungi,
di l estari kan, dan di manfaat kan untuk kepentingan
penyel enggaraan Penerintahan Desa, Penbangunan
Desa, pel ayanan masyar akat Desa Logandeng;

bahwa agar pengel ol aan kekayaan desa sebagai nana
di mksud huruf a dapat berjalan dengan baik dan
berhasil guna dipandang perlu diberikan pedoman
pel aksanaannya,;

bahwa Rancangan Per at ur an Desa t ent ang
Pengel ol aan Kekayaan Desa Logandeng tel ah
mendapat persetujuan bersama antara Penerintah
Desa dan Badan Pernusyawaratan Desa Nonor 01 /
BPD / 2015.

bahwa atas dasar pertinmbangan sebagai mana
di maksud dalam huruf a, b dan huruf c¢ perlu
menet apkan Peraturan Desa tentang Pengel ol aan
Kekayaan Desa;

Undang Undang Nonmor 15 Tahun 1950 tentang
Penbent ukan Daer ah- daer ah Kabupat en dal am
Li ngkungan Daerah |stimewa Yogyakarta jo Peraturan
Pereri ntah Nonmor 32 Tahun 1950;

Undang Undang Nonmor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



Menet apkan:

3. Undang Undang Republik |ndonesia Nonor 23 Tahun
2014 tentang Penerintahan Daerah (Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a Tahun 2014 Nonor 244) ;

4. Peraturan Penerintah Nonor 43 Tahun 2014 tentang
Per at uran Pel aksanaan Undang Undang Nonor 6 Tahun
2014,

5. Peraturan Gubernur Daerah |Istimewa Yogyakarta
Nonor 112 Tahun 2014 tentang Pemafaatan Tanah
Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nonmor 21
Tahun 2000 tentang Kewenangan Daer ah

7. Peraturan Daerah Kabupaten GGunungkidul Nonmor 17
Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organi sasi
dan Tata Kerja Penerintahan Desa,;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nonor 14
Tahun 2008 tentang Penbentukan Susunan O gani sasi,
Kedudukan, dan Tugas Kecamat an;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nonor 10
Tahun 2013 tentang Pengel ol aan Keuangan Desa;

10. Peraturan Daer ah Kabupat en Gunungki dul
Nonor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan
Bel anj a Daer ah Kabupat en Gunungki dul Tahun
Anggar an 2014;

11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun
2007 tentang Pelinpahan sebagi an Wewenang Kepal a
Daer ah Dal am Penbi naan dan Pengawasan
Penyel enggar aan Peneri nt ahan Desa kepada Canat;

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nonor 24 Tahun
2008 tentang Pedoman Pengel ol aan Keuangan Desa;

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nonor 47 Tahun
2014 t ent ang Pedonan Penyusunan Anggar an

Pendapat an dan Bel anja Desa Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA L OGANDENG KECAVATAN PLAYEN
KABUPATEN  GUNUNGKI DUL TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN
DESA, DESA LOGANDENG, KECAMATAN PLAYEN.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dal am Per at uran Desa i ni di maksud dengan:

o &M WD E

10.

11.

Daer ah adal ah Kabupat en Gunungki du

Peneri ntah Daerah adal ah Penerintah Kabupaten Gunungki du

Bupati adal ah Bupati Gunungki du

Kecamat an adal ah wi | ayah kerja Camat sebagai Perangkat Daer ah.
Desa adal ah kesatuan masyarakat hukum yang nmem |i ki batas- bat as
wi | ayah yang berwenang untuk nengatur dan nengurus kepentingan
masyar akat set enpat, berdasarkan asal -usul dan adat i stiadat
setenpat yang di akui dan di hormati daam si stenPeneri ntah Negara
Kesat uan Republi k | ndonesi a

Peneri ntahan Desa adalah penyel enggaraan urusan penerintahan
oleh Penerintah Desa dan Badan Pernusyawaratan Desa dalamr
mengat ur dan nmengur us kepent i ngan masyar akat set enpat
ber dasar kan asal -usul dan adat istiadat setenpat yang di akui dan
di hormati daam sistenPenerintah Negara Kesatuan Republik
| ndonesi a.

Penerintah Desa adal ah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebaga
unsur penyel enggara penerintahan desa.

Kepal a Desa adalah Pinpinan Desa yang dipilh langsung oleh
penduduk Desa yang ber sangkut an.

Badan Pernmusyawar at an Desa yang sel anjutnya disi ngkat BPD adal ah
| embaga yang nerupakan perwj udan denokrasi dal am penyel enggar aan
peneri nt ahan desa sebagai unsur penyel enggara penerintah desa.
Kasul tanan  Ngayogyakarta Hadi ni ngrat, sel anjutnya disebut
kasul tanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung
secara turun-temurun dan dipinpin oleh Ngarsa Dalem Sanpeyan
Dal em | ngkang Si nuwun Kanjeng Sultan Hanengku Buwono Senapati
Ing Ngal aga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatull ah,
sel anj ut nya di sebut Sul tan Hanmengku Buwono.

Kadi paten Pakual aman, sel anjutnya disebut Kadipaten, adal ah
war i san budaya bangsa yang berl angsung secara turun-temnmurun dan
di pi mpin ol eh Kanjeng CGusti Pangeran Adipati Arya Paku Al am
sel anjut nya di sebut Adi pati Paku Al am

Peraturan Desa adal ah peraturan yang dibuat olen BPD bersama

Kepal a Desa.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Desa adal ah peraturan yang dibuat oleh BPD bersana
Kepal a Desa.

Pengel ol aan adal ah rangkai an kegiatan mulai dari perencanaan,
pengadaan, penggunaan, penmanfaatan, pengamanan, peneliharaan,
penghapusan, pem ndaht anganan, penat ausahaan, peni | ai an,
penbi naan, pengawasan, dan pengendal i an.

Tanah Desa adalah tanah yang asal- usulnya dari Kasultanan
dan/ atau Kadi paten dengan hak anggadhuh, dan pemanfaatannya
unt uk kas desa, bengkok/| ungguh, dan pengarem arem

Tanah Kas Desa adal ah bagi an dari Tanah Desa yang di pergunakan
unt uk menunj ang penyel enggaraan Peneri nt ahan Desa;

Tanah Kas Desa adalah tanah mlik desa yang berupa tanah
bengkok/ | ingguh, penaremarem titisara. Kuburan, jalan-jalan
desa, pengenbal aan hewan, danau-danau, tanah pasar desa, tanah
keramat, | apangan-I|apangan, dan tanah vyang dikuasai ol eh
peneri nt ah desa.

Tanah bengkok/ Il ungguh adalah bagian dari Tanah Desa yang
di pergunakan untuk tanbahan penghasilan Kepala Desa dan
Per angkat Desa.

Tanah pengarem arem adalah bagian dari Tanah Desa yang
di pergunakan unt uk pensi unan Kepal a Desa dan Perangkat Desa.

Hak Anggadhuh adalah hak untuk nemanfaatkan tanah yang
di beri kan ol eh Kasul tanan dan/ at au Kadi pat en Kepal a Desa.
Pemanf aat an adal ah pendayagunaan Tanah Desa yang di gunakan
untuk Tanah Kas Desa, bengkok/lungguh, pengarem arem dal am
bentuk digarap sendiri, disewakan, bangun guna serah atau
bangun serah guna dengan tidak nengubah status kepem|ikan.
Kekanci ngan adal ah surat Kkeputusan penberian hak atas tanah
dari Kasultanan dan/atau Kadi paten kepada nasyarakat atau
| enbaga tertentu.

Sewa adal ah pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dalanmr
j angka waktu tertentu untuk nenerinma inbal an uang tunai.

Sewa- nenyewa Tanah Kas Desa adal ah Kegi at an
pemanf aat an/ penggunaan Tanah Kas Desa ol eh penphon dengan tujuan
untuk kepentingan umum dan/atau investasi tanpa nelepaskan
hubungan hokum antara Penerintah Desa dengan tanah yang
di kuasai nya.

Bangun guna serah adal ah pemanfaatan kekayaan desa ol eh pihak
| ain dengan cara nendirikan bangunan dan/atau sarana berikut

fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihaklain tersebut



25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati unt uk
sel anjutnya diserahkan kenbali tanah beserta bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya setel ah berakhirnya jangka wakt u.
Bangun serah guna adal ah penanfaatan kekayaan desa berupa tanah
ol eh pihak |ain dengan cara nendirikan bangunan dan/atau sarana
beri kut fasilitasnya dan set el ah sel esai penbangunannya
di serahkan untuk di dayagunakan ol eh pi hak pi hak |ain dalam jangka
waktu tertentu yang di sepakati .

H bah adal ah pengal i han kepenili kan barang dari penerintah Daerah
kepada Penerintah Desa , antar Penerintah Desa atau dari
Pener i nt ah/ Penerintah  Provinsi kepada pihak Jlain tanpa
menper ol eh pengganti an.

Pel epasan Tanah Kas Desa adalah kegiatan nelepaskan hubungan
hokum antara Peneri ntah Desa dengan tanah yang di kuasai nya dengan
nmenberi kan ganti kerugi an atas dasar nusyawar ah

Per ubahan Peruntukan Tanah Kas Desa adal ah perubahan dari suatu
bent uk pemanf aat an/ penggunaan tertentu nmenj adi bent uk
pemanf aat an/ penggunaan |ain yang dilaksanakan oleh Penerintah
Desa.

Pengadaan tanah adal ah setiap kegiatan untuk nendapatkan tanah
dengan cara nenberi kan ganti rugi kepada yang nel epaskan atau
menyer ahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang
ber kai t andengan t anah.

Pani ti a pel epasan danpengadaan tanah kas desa adal ah panitia yang
di bentuk ol eh Bupati untuk nel aksanakan pel epasan dan pengadaan
tanah kas desabagi pel aksanaan penbangunan untuk kepentingan
unmum

Panitia pengawas Tanah Kas Desa adal ah Panitia yang di bentuk ol eh
Guber nur untuk nenbantu Panitia Pel epasan dan Pengadaan Tanah Kas
Desa dal am rangka nengawasi proses dan nekani sne pel epasan dan
pengadaan Tanah Kas Desa.

Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik yang
bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pelepasan dan
pengadaan Tanah Kas Desa kepada yang nenguasai dan nemliKki
tanah, bangunan, tanaman serta benda-benda lain yang ada di
atasnya, yang dapat nenberikan peningkatan kehidupan sosia

ekonomi .



BAB 1| |
JENI S KEKAYAAN DESA

Pasal 2

(1) Jeni s Kekayaan Desa terdiri dari:

(2)

(1)

(2)

a. tanah kas desa;

b

Cc
d
e

pasar Desa;

bangunan m | ik Desa;

. jal an Desa,;

| ai n-1ai n kekayaan m ik desa.

Lai n-1ain kekayaan desa sebagai mana di maksud pada ayat (1)

huruf e antara lain

a.

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau
Daer ah;

barang yang berasal dari perolehan |ainnya dan atau | enbaga
dari pi hak keti ga;

c. barang yang di perol eh dari hi bah/ sunbangan atau sejenis;

bar ang yang di perol eh sebagai pel aksana dari
perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan
per undangan- undangan yang ber| aku;

hak desa dari perinbangan, pajak daerah, dan restribusi

daer ah;

. hibah dari Penerintah, Penerintah Provinsi, dan Penerintah

Daer ah;

. hi bah dari pihak ketiga yang sah dan tidak nengikat;
. hasi |l kerjasama desa; dan

. hasi| usaha desa.

Pasal 3

Kekayaan Desa sebagai mana di maksud dalam pasal 2 diperoleh

mel al ui :

a.
b.

C.

penbel i an;

sunbangan;

bantuan dari Pemerintah, Penerintah Provinsi, dan Penerintah
Daer ah;

bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak nengi kat sesuai

dengan per at uran perundangan- undangan

Kekayaan Desa sebagai mana di maksud pada ayat (1) nenjadi mlik

desa dan dibukti kan dengan dokunen kepem|likan yang sah atas

nama desa.



BAB |11
PENCELOLAAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN DESA

Bagi an kesatu
Pengel ol aan Kekayaan Desa

Pasal 4

(1) Pengel ol aan Kekayaan Desa dil aksanakan Dberdasarkan asas
fungsi onal , kepasti an hukum ket er bukaan, efi siensi,
akunt abi litas, dan kepastian nil ai.

(2) Pengel ol aan Kekayaan Desa harus berdayaguna dan berhasil guna

unt uk meni ngkat kan pendapat an desa.

Pasal 5

Pengel ol aan Kekayaan Desa sebagai mana di naksud dal am pasal 4 harus

nmendapat kan per set uj uan BPD

Pasal 6

Bi aya Pengel ol aan Kekayaan Desa di bebankan pada APBDesa.

Pasal 7

Kekayaan Desa dikelola oleh Penerintah Desa dan dimnfaatkan
sepenuhnya unt uk kepenti ngan penyel enggar aan pemeri nt ahan,
penmbangunan, dan pel ayanan nasyar akat desa.

Pasal 8

Per encanaan kebut uhan kekayaan desa di susun dal am rencana kerja dan
APBDesa setel ah nenperhati kan ketersediaan barang mlik desayang

ada.



Bagi an kedua
Pemanf aat an Kekayaan Desa

Pasal 9
Jeni s Penmanf aat an kekayaan desa ber upa:
a. sewa;
b. pi nj am pakai
c. kerj asana pemanfaat an; dan
d

. bangun serah guna dan bangun guna serah.

Pasal 10

(1) Pemanf aat an kekayaan desa sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf b, c, d
dan e, berupa sewa sebagai mana di maksud dal am pasal 9 huruf a
di | akukan atas dasar
a. mengunt ungkan desa;
b. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis
kekayaan dan dapat di per panj ang;
c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan keputusa Kepala Desa

set el ah nendapat kan per set uj uan BPD.

(2) Sewa sebagai mana di naksud pada ayat (1) dil akukan dengan sur at
perjanjian sewa-nenyewa yang palin sedi kit nenuat:
. pi hak-pi hak yang terikat dal am perjanjian,;
. obj ek perjanjian;

a

b

c. j angka wakt u;
d. hak dan kewaji ban para pihak

e. penyel esai an perseli sian;

f. keadaan di |uar kemanpuan para pihak ( force majeure); dan

g. peni nj auan pel aksanaan perjanji an.

(3) Sewa sebagai mana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat
perjanjian sewa-nenyewa yang palin sedi kit menuat:
a. pi hak-pi hak yang terikat dal am perjanjian;
b. obj ek perjanji an;
c. j angka wakt u;
d. hak dan kewaji ban para pi hak
e. penyel esai an perselisian;
f. keadaan di |uar kemanpuan para pi hak ( force najeure); dan

g. peni nj auan pel aksanaan perjanji an.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Pasal 11

Pemanf aat an kekayaan desa sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf b, c, d
dan e, berupa Pinjam Pakai sebagai mana di maksud dal am pasal 9
huruf b hanya dil akukan ol eh Penerintah Desa dengan Penerintah
Desa.

Pi nj am Pakai sebagai nana di naksud pada ayat (1) kecuali tanah
dan bangunan.
Pemanf aat an kekayaan desa berupa Pinjam Pakai sebagai mana
di mksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan ol eh Kepal a
Desa setel ah nendapat persetuj uan BPD.
Jangka waktu Pinjam Pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat
di per panj ang.
Pi njam Pakai dil akukan dengan surat perjanjian Pinjam Pakai
yang paling sedi kit nenuat:

. pi hak-pi hak yang terikat dal am perjanjian,;

. obj ek perjanjian;

a

b

c. j angka wakt u;
d. hak dan kewaji ban para pi hak

e. penyel esai an perselisian;

f. keadaan di |uar kemanpuan para pi hak ( force najeure); dan

g. peni nj auan pel aksanaan perjanji an.
Pasal 12

Pemanf aat an kekayaan desa berupa sebagai mana di maksud dal amr

pasal 9 huruf c¢ dil akukan atas dasar:

a. mengopti mal kan daya guna dan hasil guna kekayaan desa; dan

b. meni ngkat kan pendapat an desa.

Kerj asama pemanfaatan kekayaan desa sebagai nana di naksud pada

ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan

Keput usan Kepal a Desa.

Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa dilaksanakan sebaga

beri kut :

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dal am APBDesa
unt uk menenuhi bi aya oper asi onal / penel i har aan/ per bai kan
kekayaan desa.

b. penetapan mtra kerjasana pemanfaatan berdasarkan nusyawarah
muf akat antara Penerintah Desa dan BPD.

c. ditetapkan ol eh Kepala Desa setelah nendapatkan persetujuan



BPD.

d. tidak boleh nengadai kan/ mem ndahkant angankan kepada pihak
| ai n.

e. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis

kekayaan desa dan dapat di perpanjang.

(4) Kerjasama penmanfaatan kekayaan desa dilakukan dengan surat
perjanjian bersama paling sedi kit memnuat:
a. pi hak-pi hak yang terikat dal am perjanjian,;
b. obj ek perjanjian;

. J angka wakt u;

. hak dan kewaji ban para pihak

penyel esai an perselisian;

- 0O O O

keadaan di | uar kemanpuan para pihak ( force mmjeure); dan
peni nj auan pel aksanaan perjanji an.

j angka wakt u;

hak dan kewaji ban para pihak

penyel esai an perselisian;

- O QO O «

keadaan di | uar kemanpuan para pihak ( force majeure); dan

. peni nj auan pel aksanaan perjanji an.

(@]

Pasal 13

Pemanf aat an kekayaan desa sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf b, c, d dan
e, berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagai mana
di maksud dal am pasal 9 huruf d dil akukan atas dasar:

a. Pemerintah Desa nenerlukan bangunan dan fasilitas bag
penyel enggaraan penerintahan desa untuk kepentingan pel ayanan
urmun  dan

b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyedi aan bangunan

dan fasilitas.

Pasal 14

(1) Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagai mana di nmaksud dal amr
Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 nerupakan
peneri maan/ pendapat an desa.

(2) Penerinaan desa sebagai mana di meksud pada ayat (1) seluruhnya

waj i b di set orkan pada rekeni ng kas desa.



Bagi an ketiga
Pengel ol aan Tanah Kas Desa

Paragraf 1
Penguat an St at us Hukum

Pasal 15

(1) Senua Tanah Kas Desa harus disertifikatkan atas nama Penerintah
Desa.

(2) Sertifikat tanah sebagaimna dinaksud pada ayat (1) asli
di si npan ol eh Penerintah Daerah dan foto copi sertifikat oleh
Peneri ntah Desa yang ber sangkut an.

(3) Tanah Desa yang berasal dari hak anggaduh mnerupakan tanah mlik
Kasul t anan dan tanah m | ik Kadi paten.

(4) Pemanf aat an Tanah desa sebagai mana di naksud pada ayat (3) harus

nmendapat kan kekanci ngan dari Kasul t anan dan Kadi pat en.

Par agraf 2

Pemanf aat an Tanah Kas Desa

Pasal 16

Pemanf aat an Tanah Kas Desa dil akukan dengan
a. Digarap sendiri:
1. Tidak berubah fungsi; atau
2. Berubah fungsi
b. D sewakan; dan

c. Bangun serah guna dan bangun guna ser ah.

Paragraf 3

Sewa- nenyewa

Pasal 17

(1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa sewa-nmenyewa sebagai mana

di maksud dal am Pasal 16 huruf a dil akukan atas dasar:

a. mengunt ungkan desa;

b. jangka waktu sewa-nmenyewa ditetapkan paling lam 20 (dua
pul uh ) tahun dan dapat di perpanj ang;

c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Peraturan Kepal a Desa.

d. Hak kepem | i kan Tanah Kas Desa yang disewa tetap berada pada
Peneri ntah Desa



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

Pemanf aat an Sewa- menyewa sebagai mana di maksud pada ayat (1)

harus nendapatkan ijin tertulis dari Gubernur setelah nendapat

rekonmendasi dari Bupati .

Sewa nenyewa sebagai mana di maksud pada ayat (2) ditindaklanjuti

dengan Per at uran Desa.

Per at uran Desa sebagai mana di maksud pada ayat (3) nenuat pokok-

pokok materi sebagai berikut:

a. | okasi, profil, tanah yang akan di sewakan dan perunt ukannya;

b. ketentuan harga sewa, cara penbayaran sewa, prosentase
kenai kan harga sewa dal am j angka waktu tertentu

c. kesedi aan penohon untuk nensertifikatkan Tanah Kas Desa dan
menyer ahkan senmua bangunan dan tanaman yang berada diatas
Tanah Kas Desa yang di sewa kepada Penerintah Desa apabila
j angka waktu sewa- nenyewa tel ah berakhir.

d. pel aksanaan |ebih |anjut akan dituangkan dalam Surat
Perj anj i an Sewa- menyewa.

Pasal 18

Pi hak yang dapat nenjadi penyewa Tanah Kas Desa adal ah sebagai
beri kut :
Pereri nt ah;

. Penerintah Provinsi;

. Badan Usaha M| ik Negar a;
. Badan Usaha M I ik Daer ah;
f. Lenbaga yang ber badan Hukum

a.
b
c. Penerintah Daerah;
d
e

Syar at - syarat yang harus di penuhi ol eh penyewa adal ah sebaga

ber kut :

a. foto copi akta pendirian Badan Usaha yang dilegalisasi
t ermasuk perubahannya;

b. proposal rencana penggunaan tanah kas desa;

c. foto copi bukti diri atau tanda pengenal.

Pel aksanaan sewa- nenyewa di t uangkan dal am Surat Perjanji an.

Pasal 19

Surat Perjanjian sewa-nmenyewa sebagai mana di maksud dal am Pasa
18 ayat (3) paling sedikit nenuat:

a. pi hak-pi hak yang terikat dal am perjanjian,;

b. obj ek perjanjian;



. j angka wakt u;

c
d. hak dan kewaji ban para pi hak
e. penyel esai an perselisihan;

f

. keadaan di luar kemanpuan para pihak ( force majeure); dan

g. peni nj auan pel aksanaan perjanji an.

Pasal 20

(1) Perjanjian Sewa-nmenyewa berakhir karena:

a. masa berl aku perjanjian habis;
b. penyewa tidak dapat nenenuhi kewajiban dan atau nel anggar
| arangan sebagai mana tertuang dalam surat perjanjian sewa-

nmenyewa mneski pun jangka waktu sewa- nenyewa bel um berakhir.

(2) Apabila jangka waktu Sewa-nenyewa berakhir penyewa wajib

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

menyer ahkan senmua bangunan dan tanaman yang berada di atas
Tanah Kas Desa yang di sewa kepada Penerintah Desa.

Penyer ahan benda- benda tersebut dituangkan dalam Berita Acara
Serah Teri ma.

Penerintah Desa wajib nmemasukkan ke dal am Buku Inventaris Desa

at as denua benda yang di serahkan.

Paragraf 4
Kerj asama

Pasal 21

Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa kerjasana sebagai mana

di maksud dal am Pasal 16 angka b dil akukan atas dasar:

a. mengopti mal kan daya guna dan hasi| guna Tanah Kas Desa; dan

b. meni ngkat kan peneri maan/ pendapat an desa.

Kerj asama Penmanfaatan Tanah Kas Desa sebagai mana di maksud pada

ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan dil akukan ol eh Kepal a

Desa setel ah nendapatkan izin dari Bupati.

Kerj asama Penmanfaatan Tanah Kas Desa sebagai mana di maksud pada

ayat (1) dil akukan dengan ket entuan sebagai berikut:

a.tidak terseidia atau tidak cukup tersedia dana dal am
APBDesa,;

b. penetapan mtra kerjasana pemanfaatan berdasarkan nusyawarah
muf akat antara Penerintah Desa dan BPD;

c. ditetapkan ol eh Kepala Desa setelah nendapatkan persetujuan
BPD,



(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

d. ti dak di bol ehkan nenggadai kan atau mem ndaht angankan kepada
pi hak | ain; dan

e. jangka waktu paling Jlama 3 (tiga) tahun dan dapat
di per panj ang.

Kerjasama Penanfaatan Tanah Kas Desa dilakukan dengan surat

perjanjian bersama paling sedikit nenuat:

a. pi hak-pi hak yang terikat dal am perjanjian;

b. obj ek perjanji an;

c. j angka wakt u;

d. hak dan kewaji ban para pi hak

e. penyel esai an perselisian;

f. keadaan di |uar kemanpuan para pi hak ( force najeure); dan

g. peni nj auan pel aksanaan perjanji an.

Paragraf 5

Bangun serah guna dan bangun guna serah
Pasal 22

Pemanf aat an Tanah Kas Desa berupa bangun serah guna dan bangun

guna serah sebagai mana di naksud dalam pasal 16 huruf c

di | akukan atas dasar

a. Pemerintah Desa nenerlukan bangunan dan fasilitas bagi
penyel enggar aan peneri ntahan desa untuk kepentingan pel ayanan
urmun  dan

b. tidak tersedia dalam APBDesa untuk penyedi aan bangunan dan
fasilitas.

Bagun serah guna dan bangun guna serah sebagai mana di naksud

pada ayat (1) dilaksanakan harus nendapatkan ijin tertulis dari

Guber nur setelah  nendapat r ekonendasi dari Bupat i dan

di t et apkan dal am Per at uran Desa.

Jangka waktu Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa bangun serah

guna dan bangun guna serah paling lama 20 (dua pul uh) tahun dan

dapat di perpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan eval uasi

ol eh Ti myang di bentuk ol eh Kepal a Desa.

Ti m sebagai mana di maksud pada ayat (3) paling banyak 5 (1im)

orang terdiri dari unsure Perangkat Desa, BPD, dan Lenbaga

Kemasyar akat an Desa.

Hasi| kajian Tim sebagai nana di maksud pada ayat (3) di sanmpai kan

kepada Penerintah Desa untuk dijadi kan bahan perti nbangan.

Pemanf aat an Tanah Kas Desa berupa bangun serah guna dan bangun



(1)

(2)

(1)

(2)

guna serah dilakukan dengan surat perjanjian yang paling
sedi kit nenuat:

a. pi hak-pi hak yang terikat dal am perjanjian;

b. obj ek perjanji an;

c. j angka wakt u;

d. hak dan kewaji ban para pi hak

e. bagi hasil;

f. penyel esai an perseli sian;

keadaan di | uar kemanpuan para pihak ( force mgjeure); dan

0o «Q

. peni nj auan pel aksanaan perjanji an.

Paragraf 6
Pel epasan dan Pengadaan Tanah Kas Desa

Pasal 23

Pel aksanaan pel epasan dan pengadaan tanah kas desa dil aksanakan
ol eh Panitia Pel epasan dan Pengadaan Tanah Kas Desa.

Pel epasan dan Pengadaan tanah pengganti tanah kas desa
di sel sai kan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah ijin
Guber nur ditetapkan.

Pasal 24

Tanah kas desa tidak diperbol ehkan dilakukan pelepasan hak
kepem |I'i kan kepada pihak [ain, kecual i di perl ukan untuk
kepenti ngan unmum

Kepenti ngan unmum  sebagai mana di maksud pada ayat (1) adal ah
unt uk:

a. jalan umum

jalan tol;

rel kereta api;

saluran air m num

sal uran penbuangan air;

- O O O T

waduk dan bendunagan;

bangunan pengairan;

o «Q

saluran irigasi;

rumah sakit unmum

j . pusat-pusat kesehatan masyar akat ;
k. pel abuhan;
| . bandara udar a;

m stasiun kereta api;



(3)

(4)

(5)

n. pos dan tel ekonuni kasi ;

0. stasiun penyiaran radio;

p. televisi beserta senua pendukungnya untuk | enbaga penyi aran
publ i k;

g. perwakilan negara asing, perserikatan bangsa-bangsa dan
| enbaga i nternasional dibawah naungan perserikatan bangsa-
bangsa,;

r. term nal

s. peri badat an;

t. pendi di kan/ sekol ahan;

u. pasar unum

v. fasilitas pemakaman unmum

w. fasilitas keselamatan wunmum seperti antara lain tanggul

penanggul angan bencana banjir, |ahar dan | ain-lain bencana;

x

sarana ol ahraga
kant or peneri nt ah;

=<

fasilitas Tentara Nasional |ndonesia dan Kepolisian Negara
Rl sesuai tugas pokok dan fungsinya;
a.atenpat penbuangan sanpah;
b. b cagar al am dan cagar budaya;
C. C pertamanan,;
d.d panti social dan penbangkit tranm si;
e.edistri tenaga listrik;
f.f rumah susun seder hana.
Pel epasan hak kepem |ikan sebagai mana di maksud pada ayat (1)
di | akukan setel ah nendapatkan ganti rugi sesuai dengan harga
yang nenguntungkan desa dengan nenperhati kan harga pasar dan
Ni | ai Jual Cbyek Pajak ( NIOP)
Pel epasan Tanah Kas Desa untuk kepentingan unum sebagai nana
di mmksud pada ayat ( | ) harus nenperhati kan kenmanfaatan
kesej aht eraan masyar akat sekitarnya.
Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk
menbel i tanah lain yang senilai,lebih baik, nenguntungkan desa
dan nenpunyai nilai tanmbah bagi Penerintah desa serta dan
berl okasi di desa setenpat dan/atau dapat berlokasi di desa

| ai n dal am satu kecamat an dengan i zin Gubernur.



Pasal 25

(1) Pel epasan Tanah Kas desa dapat dil aksanakan apabila Penerintah
desa telah nmenerima izin tertulis dari Gubernur dan ditindak
| anjuti dengan peraturan desa tentang Pel epasan Tanah Kas
Desa.

(2) Peraturan desa sebagainmana dinmaksud pada ayat (1) nenuat
pokok- pokok materi sebagai berikut:

a. Lokasi, Profil tanah yang akan dil epaskan dan perunt ukannya:

b. Kewaj i ban Penerintah Desa nenyedi akan tanah yang di usul kan
nmenj adi cal on tanah pengganti .

c. Kewaj i ban penohon untuk nenbiayai sgala biaya yang tinbu
sebagai aki bat proses pel epasan Tanah Kas Desa dan pengadaan

t anah pengganti

Pasal 26

(1) Pi hak-Pi hak yang dapat nengaj ukan pernohonan pel epasan Tanah
Kas Desa
Pereri nt ah

. Penerintah Profinsi.

a.

b

c. Peneri ntah Daer ah.

d. Badan Usaha M| ik Negara.

e. Bada Usaha M Iik Daer ah.

f. Lenbaga yang berbadan Hukum

(2) Persyaratan adm nistrasi bagi penohon neliputi

a. foto copi akta pendirian badan usaha , khusus badan usaha

mlik Penerintah dan badan usaha mlik swasta t er masuk
per ubahannya; dan

b. proposal rencana penggunaan tanah kas desa.

Pasal 27

Proses Pel epasan Tanah Kas Desa neliputi:

a. pernohonan pengukuran dari Kepala Desa kepada pinpinan
i nstansi yang nengurus tentang pertanahan di daerah atas tanah
kas desa yang akan dil epaskan;

b. Kepal a Desa nengaj ukan pernohonan kepada Panitia Pel aksana
Pengadaan Tanah Daerah untuk dil aksanakan penaksiran atas
tanah tanah kas desa yang bel um di ukur;

c. pel aksanakan penaksiran sebagai mana di maksud hur uf C
di saksi kan ol eh Panitia Pengawas Provinsi;



(1)

(2)

(3)

(4)

d. hasil penaksiran dituangkan dalam berita acara penaksiran

harga yang ditandatangani oleh Panitia Pelaksana Pengadaan
Tanah Daerah, Panitia Pengawas Provinsi, dan Penohon;

. penbayaran ol eh penpbhon kepada Penerintah Desa atas tanah kas
desa vyang dilepaskan disaksikan oleh Panitia Pelaksana
Pengadaan Tanah Daerah, Panitia Pengawas Provinsi;

. bersanaan dengan penbayaran sebagai mana di meksud huruf f
di | aksanakan pel epasan hak atas tanah; dan

. pel epasan hak atas tanah dituangkan dalam berita acara
per nyat aan pel epasan hak yang ditandat angani penegang hak atas
tanah dengan di saksi kan ol eh Panitia Pel aksana Pengadaan Tanah

Daerah, Panitia Pengawas Provinsi.

Pasal 28

Dal am hal pel epasan Tanah Kas Desa, Penmerintah Desa

ber kewaj i ban nenyedi akan cal on tanah pengganti .

Cal on tanah pengganti sebagai mana di maksud pada ayat (1) harus

menpunyai nilai yang sama dengan Tanah Kas Desa yang dil epaskan

serta nenenuhi ketentuan persyaratan cal on tanah pengganti .

Ni | ai sebagai mana di maksud pada ayat (2) dal am hal

a. harga satuan, |uas, kel asnya sanm;

b. harga satuannya berbeda , luasnya |lebih besar atau |ebih
keci | tergantung dari kel as, | etak tanah, dan/ at au
produkti fitasnya.

Kriteria calon tanah pengganti sebagai mana di naksud pada ayat

(2) dengan ket entuan:

a. |l etak tanah berada di w | ayah desa;

b. apabila I|etak tanah sebagai mana dinmaksud huruf a tidak
menmungki nkan, mneka dapat berlokasi di desa lain dalam satu
kecamat an denagn ijin Gubernur;

c. status hokum jelas yakni dapat ditunjukan bukti kepem Iikan
yang sah;

d. ti dak sedang nenj adi agunan;

e. ti dak sedang dal am sengket a;

f. tidak dal am keadaan sita jam nan dengankeput usan pengadil an
dan

g. produktif.



(5) Prosedur pengadaan tanah pengganti adal ah sebagai beri kut:

(1)

(2)

(1)

a.

Kepala Desa nengusulkan secara tertulis Kkepada panitia
Panitia Pel aksana Pengadaan Tanah Daerah nengenahi cal on
tanah pengganti yang sudan nendapat kan perset uj uan BPD

peni nj auan | okasi tanah pengganti oleh Panitia Pelaksana

Pengadaan Tanah Daerah dan Panitia Pengawas Provinsi;

. dalam hal calon tanah pengganti yang diusul kan sebagai mana

di maksud huruf a dan huruf b disetujui, kenudian dil aksanakan
musyawarah harga antara Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah
Daerah dengan para pemlik dan disaksikan Panitia Pengawas

Pr ovi nsi ;

. hasi| musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan

Harga yang ditandatangani Panitia Pel aksana Pengadaan Tanah
Daerah dan para pemlik degan saksi Panitia Pengawas

Pr ovi nsi ;

. penbayaran oleh Penerintah Desa kepada para pemlik atas

tanah pengganti dengan bukti Kkuitansi penbayaran bernetera
cukup vyang disaksikan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah
Daer ah dan Panitia Pengawas Provinsi;

. bersana dengan penbayaran sebagai mana di naksud huruf e

di | aksanakan pel epasan hak atas tanabh;

. pel epasan hak atas tanah dituangkan dalam Berita Acara

Per nyat aan Pel epasan Hak yang ditandatangani penegang hak
dengan di saksi kan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Daerah

dan Panitia Pengawas Provinsi.

Pasal 29

Penohon berkewaji ban nmenanggung biaya proses Pel epasan Tanah

Kas Desa dan pengadaan tanah pengganti nya.

Penerintah Desa berkewajiban nensertifikatkan tanah pengganti

Tanah Kas Desa yang di |l epaskan.

Paragraf 7
Per ubahan Per unt ukan

Pasal 30

Prosedur perubahan peruntukan tanah kas desa adalah sebagai
beri kut :

a. penohon nengaj ukan pernohonan tertulis kepada Kepala Desa

dengan nenyerahkan proposal rencana penbangunan tanah kas



desa;

b. perubahan peruntukan wuntuk keperluan desa pernohonannya
di | akukan oleh Kepala Desa dengan nenyertakan proposa
rencana penbangunan tanah kas desa;

c. Kepal a Desa nenbahas pernohonan perubahan peruntukan tanah
kas desa sebagai mana di maksud huruf a dan huruf b;

d. Persetujuan BPD atas perubahan peruntukan tanah kas desa
sebagai mana di maksud huruf c¢ dituangkan dal am Keput usan BPD
dan

e. Dal am hal per nohonan diterina, Kepal a Desa nengaj ukan
per nohonan rekonendasi kepada Bupati .

(2) Perubahan peruntukan Tanah Kas Desa harus nendapat izin secara
tertulis dari Qubernur setelah nendapat rekonendasi dari
Bupati .

(3) Perubahan peruntukan Tanah Kas Desa yang telah nendapat izin
secara tertulis dari Gubernur sebagai mana dimksud pada ayat
(2) ditindaklanjuti dengan peraturan desa tentang perubahan
perunt ukan Tanah Kas Desa.

(4) Peraturan Desa sebagaimana dinmksud pada ayat (3) nenuat
pokok- pokok nateri sebagai beri kut:

a. lokasi dan profil tanah yang akan dilakukan perubahan
per unt ukan;

b. maksud dan tujuan dil akukan perubahan perunt ukan; dan

c. beban bi aya yang ti nbul dal am pel aksanaannya.

Pasal 31

Hak Kepem |likan atas Tanah Kas Desa setelah nengalam perubahan
dari suat u bent uk pemanf aat an/ penggunaan tertentu nmenj adi
pemanf aat an/ penggunaan | ain yang dil aksanakan ol eh Penerintah Desa
tetap berada pada Penerintah Desa.

Pasal 32

Peneri ntah Desa berkewajiban nmenanggung biaya proses perubahan

perunt ukan dan pensertifi katan Tanah Kas Desa
Pasal 33

Tanah Kas Desa yang di pergunakan untuk kepentingan unmum dil akukan
dengan cara Pel epasan, perubahan peruntukan, atau sewa nenyewa

harus nendapatkan izin tertulis dari Gubernur dengan prosedur



sebagai beri kut:

a. penohon nmengaj ukan pernohonan tertulis kepada Kepala Desa
dengan nenyertakan proposal rencana penggunaan tanah kas
desa, kecuali wuntuk perubahan peruntukan penpbhonnya adal ah
Kepal a Desa.

b. Kepal a Desa dan BPD nenbahas pernohonan sebagai mana di maksud
huruf a;

c. balam hal pernmohonan diterinma, Kepala Desa nengajukan
per nohonan rekonendasi kepada Bupati ;

d. Pernohonan sebagai mana di maksud huruf c¢ dilanpiri keputusan
Kepal a Desa dengan persetuj uan BPD dan di ket ahui ol eh Canat;

e. Keputusan Kepal a Desa sebagai mana di naksud huruf d nenuat:

1. obj ek pel epasan sebagai al as an perubahan status tanah;
data tanah neliputi jenis, persil, kelas, dan |uas;
data tanah cal on pengganti ol eh (Kepal a Desa);
surat pernyataan tidak keberatan dari penggarap;

ok WD

surat pernyataan sanggup nenanggung biaya akibat tukar
menukar atau pel epasan tanah kas desa tersebut;
6. peta desa nengenai |etak tanah kas desa.

Bagi an keenpat
Pengel ol aan Bangunan Desa, Pasar Desa, dan Jal an Desa
yang di kel ol a ol eh desa, dan lain-lain kekayaan mlik desa

Paragraf 1
Bangunan M| ik Desa

Pasal 34

(1) Pengel ol aan bangunan mnmlik desa ditetapkan dengan Keputusan
Kepal a Desa atas persetujuan BPD
(2) Keputusan Kepala Desa sebagainmana dinaksud pada ayat (1)
sekur ang- kurangnya nenuat :
. jenis dan vol une;

. penanggungj awab/ pengel ol a;

. pengawasan;

a
b
c. mekani sne/ pr osedur penggunaan;
d
e. sanksi ;

f.

dan | ai n-1 ai n.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Par agraf 2
Pasar Desa, Jalan Desa dan |ain-lain kekayaan mlik desa

Pasal 35

Pengel ol aan Pasar Desa, Pasar Desa, bjek-objek rekreasi yang
yang dikelola oleh desa. Jalan Desa, Pemandian unum yang
di kel ol a ol eh desa, dan lain-lain kekayaan m |k desa ditetapkan
dengan keputusan Kepal a Desa atas persetujuan BPD
Keput usan Kepal a Desa sebagai mana di naksud pada ayat (1) paling
sedi kit nenuat :
a. pengur us/ pengel ol a;
b. tata tertib pengel ol aan;
c. besarnya restri busi/pungut an/ penmasukan;
d. pengawasan;
e. sanksi dan pel aporan.

BAB |V

PELAPORAN

Pasal 36

Keput usan Kepala Desa nenyanpai kan |aporan hasil pengel ol aan
kekayaan desa kepada Bupati nelalui Camat setiap akhir tahun
anggar an dan/ at au sewakt u-wakt u di perl ukan.

Laporan hasil pengel ol aan kekayaan sebagai nana di naksud pada

ayat (1) nerupakan bagi an dari | aporan pertanggungj awaban.

BAB V
PENMBI NAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

Bupat i mel akukan penbi naan, fasilitasi, dan pengawasan
pengel ol aan kekayaan desa.

Penbi naan sebagai mana di meksud pada ayat (1) berupa penberian
pedoman, bi nbi ngan, dan supervise untuk nelindungi kekayaan
desa.

Pengendal i an pengel ol aan kekayaan desa dil akukan ol eh Bupati,
Camat, dan Kepal a Desa beserta BPD

Pengawasan pengel ol aan kekayaan desa sebagai mana di maksud pada
ayat (1) nmel al ui audi t yang dil akukan  Aparat Pengawas

Fungsi onal .



BAB VI
KETENTUAN LAI N- LAI' N

Pasal 38

(1) Dengan ditetapkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat
Desa bersunber dari APBD, maka tanah kas desa tetap nenjadi
penghasil an Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan
ket ent uan per undang- undangan.

(2) Tanah-tanah kas desa yang sebelum berl akunya Peraturan Bupati
ini, masih dipergunakan untuk penghargaan nantan Kepala Desa
dan Perangkat Desa, tetap berlaku sanpai dengan berakhirnya
batas waktu penberian penghargaan yang telah ditentukan dan
apabila telah berakhir kenbali ke desa yang pengel ol aannya
di t et akan dal am Per at uran Desa.

(3) Pengel ol aan tanah kas desa sebagai mana di maksud pada ayat (1),
dan ayat (2), ditetapkan dengan peraturan desa nendasarkan

ket ent uan peraturan perundang- undangan.

Pasal 39

(1) Kekayaan desa sebagai akibat dari penbangunan desa, naka
kekayaan desa dari desa yang di gabung diserahkan nenjadi mlik
desa baru.

(2) Penyerahan kekayaan desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1)
di tuangkan dalam Berita Acara Serah Terinma yang ditanda tangani
ol eh nmasing-masing Kepala Desa dan BPD bersangkutan serta
di ket ahui ol eh Bupati .

Pasal 40

(1) Penbagi an kekayaan desa sebagai akibat dari penekaran desa
di | aksanakan ber dasarkan nusyawarah antar desa.

(2) Penbagi an kekayaan desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1)
difsilitasi ol eh Camat.

(3) Dalam hal hasil nmusyawarah yang difasilitasi Camat tidak
tercapai, penbagi an kekayaan desa ditetapkan dengan keputusan
Bupati .

(4) Keputusan Bupati sebagai mana dinaksud pada ayat (3) harus
menperti mbangkan:

a. pener at aan dan keadi | an;
b. manf aat ;
c. transportasi; dan

d. sosi al budaya nasyar akat .



BAB VI |
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peratuaran Desa Logandeng ini nulai berlaku, naka
Per at uaran Desa Logandeng Nonmor 02 Tahun 2009 tentang Pengel ol aan
Kekayaan Desa di cabut dan di nyatakan ti dak berl aku.

Pasal 42
Peratuaran Desa Logandeng i ni mul ai berl aku pada tangga
di undangkan.
Agar setiap orang nengetahui nya, meneri nt ahkan  pengundangan

Peratuaran Desa ini dengan penenpatannya dalam Lenbaran Desa

Logandeng Kecamat an Pl ayen Kabupaten Gunungki dul .

Di t et apkan di Logandeng
Pada t anggal e
KEPALA DESA LOGANDENG

SUHARDI

Di undangkan di Logandeng
Pada t anggal e .
SEKRETARI S DESA LOGANDENG

SUG HARJO
LEMBARAN DESA LOGANDENG
NOMCOR 01 TAHUN 2015



